
AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 
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AKUNTABILITAS KINERJA 
DALAM REFORMASI BIROKRASI 
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SASARAN REFORMASI BIROKRASI 

Program 
RB 

9 Program 
Quick win 
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pemerintahan belum 
bersih, kurang akuntabel 
dan berkinerja rendah 

pemerintahan belum 
efektif dan efisien 

pelayanan publik masih 
buruk 

pemerintahan yang 
bersih, akuntabel dan 
berkinerja tinggi 

pemerintahan yang 
efektif dan efisien 

pelayanan publik yang 
baik dan berkualitas 



MANAJEMEN BERBASIS KINERJA 4 

Good 
Governance 

Result Oriented 
Government 

Clarity about objectives (Outcomes) 

Link between objectives and means  

Information on results (performance indicators) 

Targets for results  



ARAHAN PRESIDEN  
TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI  
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EFISIENSI BIROKRASI  
MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA 
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EFISIENSI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN 
MANAJEMEN KINERJA 



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 
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KOMPONEN SAKIP 8 

PERENCANAAN 

PENGUKURAN 

PELAPORAN EVALUASI 

CAPAIAN 
KINERJA 

KOMPONEN 
SAKIP 



LANDASAN HUKUM 
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DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA 10 

UU No. 5 Tahun 2014 

Perpres 29 Tahun 2014 

PP Nomor 8/2006 

UU Nomor 17/2003,  UU Nomor 1/2004 
dan UU 15/2004 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

UU Nomor 28 Tahun 1999 

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 
Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum 
dalam penyelenggaraan negara.  Prinsip dasar 
dari good and clean government 

UU Nomor 28 / 1999 

Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan 
Kinerja 

Azas dalam pengelolaan keuangan negara 
adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. 

Kewajiban melaporkan akuntabilitas 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

Pengintegrasian sistem manajemen 
keuangan dan kinerja 

Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian 
tunjangan, dan pengembangan 
kompetensi 



AKUNTABILITAS SEBAGAI SALAH SATU ASAS 11 

Undang –Undang No 28 tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih  

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi  dan Nepotisme 

• Kepastian Hukum 

• Tertib Penyelenggaraan Negara 

• Kepentingan Umum 

• Keterbukaan 

• Proporsionalitas 

• Profesionalitas 

• Akuntabilitas 

Asas-asas umum penyelenggaraan negara: 



MAKNA AKUNTABILITAS 12 

“Setiap  
program dan kegiatan  

dari penyelenggara negara harus 
dapat dipertanggungjawabkan 

hasilnya” 



AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL 13 

UU NO. 17/2003 (KEUANGAN NEGARA) 
UU NO. 1/2004 (PERBENDAHARAAN NEGARA 

UU N0. 15/2003 (PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KN) 

• Akuntabilitas berorientasi pada hasil 

• Profesionalitas 

• Proporsionalitas 

• Keterbukaan 

• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan 
mandiri dalam pengelolaan keuangan negara 

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara: 



AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN 14 

Kinerja 

(Efektif, Efisien dan Ekonomis) 

Keuangan 

(Kepatuhan Terhadap 
Pertanggungjawaban Keuangan 

Negara) 

Akuntabilitas 
Kinerja menjadi 

bagian yang tidak 
terpisahkan 

dengan 
akuntabilitas 

keuangan 
PP Nomor 8/2006 



PERPRES 29 TENTANG SAKIP 15 

RPJMN 

Laporan Keuangan Laporan Kinerja 

Reviu oleh 
APIP 

Laporan Keuangan 
Reviewed 

Laporan Kinerja 
Reviewed 

Audit Keuangan Audit Kinerja  

 
Rencana Kerja dan 

Anggaran 
Rencana Kinerja 

Tahunan 

Daftar Penetapan 
Anggaran 

Perjanjian Kinerja 

Rencana 
Strategis 



PERJANJIAN KINERJA dalamUU ASN 
16 

Perjanjian kinerja di tingkat individu 
dan tingkat unit atau organisasi. 

Sebagai dasar perpanjangan perjanjian 
kerja, pemberian tunjangan, dan 

pengembangan kompetensi. 

Pemberhentian jika tidak mencapai 
target kinerja. 



INDIKATOR KINERJA UTAMA 17 

1

7 

RPJMN 

Renstra 

Rencana Kinerja 
Tahunan 

Perjanjian 
Kinerja 

Laporan 
Kinerja 

Indikator 
Kinerja Utama 

(IKU) 



INDIKATOR KINERJA UTAMA 18 

Perencanaan 
Kinerja 

Pengukuran 
Kinerja 

Pelaporan 
Kinerja 

Monitoring 
dan Evaluasi 

Kinerja 
IKU 

Indikator 
Kinerja 
Utama 
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1

9 

PERJANJIAN KINERJA 



DEFINISI PERJANJIAN KINERJA 20 

KESEPAKATAN 
KINERJA 

yang terukur 

PEMBERI 
AMANAH 

PENERIMA 
AMANAH 

Berdasarkan pertimbangan 
sumberdaya yang ada 



KINERJA HASIL DARI TAHUN INI DAN  
TAHUN SEBELUMNYA 
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Kinerja yang dihasilkan dari tahun 2015 

Kinerja yang dihasilkan dari tahun sebelumnya 

KINERJA YANG DISEPAKATI 
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PELAPORAN KINERJA 



LAPORAN KINERJA 23 

INSTANSI PEMERINTAH 

TUGAS DAN FUNGSI 

ANGGARAN 

AKUNTABILITAS / 
PERTANGGUNGJAWABAN 

LAPORAN KINERJA 

Pengukuran Capaian  
Perjanjian Kinerja 

Evaluasi dan analisa 



FORMAT LAPORAN KINERJA 24 

Menyajikan informasi tentang: 

• Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi) 

• Rencana dan target kinerja yang ditetapkan 
(Perjanjian Kinerja) 

• Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja 

• Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja 



PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA 25 

Pimpinan Satuan Kerja 

Pimpinan Unit Kerja 

Menteri / Pimpinan Lembaga 

Kemen PANRB 

Kemenkeu 

Kemen PPN / BAPPENAS 

KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH 

Pimpinan SKPD 

Kepala Daerah 

Kemen PANRB 

Kemendagri 

Kemen PPN / BAPPENAS 

Gubernur 

Februari 

Maret 

Februari 
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EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 



PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
27 

KepmenPAN KEP/135/M.PAN/9/2004 
Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Permen PANRB 25 / 2012 tentang Petunjuk 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Permen PANRB 20 / 2013 tentang 
Perubahan Lampiran Permen PANRB 25 / 

2012 tentang Petunjuk Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 



TUJUAN EVALUASI 
28 

Meningkatkan  
akuntabilitas dan kinerja pada 
pemerintah kabupaten / kota 

Meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi penggunaan anggaran, 

sehingga memberikan hasil nyata 
kepada masyarakat 

Memberikan saran/rekomendasi 
perbaikan penerapan 

akuntabilitas kinerja pada 
pemerintah kabupaten / kota 

Evaluasi  atas penerapan Sistem 
AKIP dan pencapaian kinerja 

organisasi, 

Entitas akuntabilitas terhadap 
seluruh pemerintah kab/kota 

yang telah menyampaikan LAKIP 
kepada Kementerian PAN dan RB. 

TUJUAN EVALUASI RUANG LINGKUP EVALUASI 



ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 
29 

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam 

mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran 

negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. 

Nilai akuntabilitas kinerja 
mengidentifikasikan kemampuan instansi 
pemerintah tersebut untuk: 

1. Merencanakan target kinerja,  

2. Menyelaraskan apa yang akan 
dikerjakan dengan target kinerja; 

3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan 
dengan apa yang akan dikerjakan, 

4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan 
rencana kerja,  

5. Melaporkan capaian kinerja selaras 
dengan apa yang telah dilaksanakan 
dan direncanakan sebelumnya 

Predikat 
Nilai 

Absolut 

AA >90-100 

A >80-90 

BB >70-80 

B >60-70 

CC >50-60 

C >30-50 

D 0-30 



PREDIKAT HASIL EVAUASI  30 

Predikat Nilai Absolut Interpretasi 
Karakteristik 

Akuntabilitas Instansi 

AA >90-100 Sangat 

Memuaskan 

  

A >80-90 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat 

akuntabel 

BB >70-80 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang 

andal 

B >60-70 Baik Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat 

digunakan untuk manajemen  kinerja, dan perlu sedikit perbaikan 

CC >50-60 Cukup baik Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem 

yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk 

pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar 

C >30-50 Agak kurang Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk 

manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor  dan perbaikan  

yang mendasar 

D 0-30 Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, 

perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan  yang sangat mendasar 

• Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 



PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 31 

Perencanaan 
Kinerja 

Pengukuran 
Kinerja 

Pelaporan 
Kinerja 

Evaluasi 

FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN 

6% 15% 9% 

5% 12,5% 7,5% 

3% 7,5% 4,5% 

2% 5% 3% 

Sistem AKIP TOTAL 

30% 

25% 

15% 

10% 

80% 

CAPAIAN KINERJA 

OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL Kinerja 

5% 10% 5% 20% 



KOMPONEN PENILAIAN 32 

Perencanaan 
Kinerja 

• RPJMD Kabupaten /Kota 

• Rencana Strategis (Renstra) SKPD  

• Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

• Penetapan Kinerja (PK) 

Pengukuran 
Kinerja 

• Indikator Kinerja Utama (IKU) 

• Mekanisme pengumpulan data kinerja 

Pelaporan Kinerja • Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 

Evaluasi Internal 

• Pedoman dan pelaksanaan evaluasi internal 

• Pemantauan pencapaian kinerja 

• Evaluasi program 

Capaian Kinerja 

• Pencapaian target 

• Keandalan informasi kinerja 

• Benchmark kinerja dengan Kab/kota lain 

• Kinerja menurut stakeholder lain 



PERENCANAAN KINERJA 33 

Menilai kemampuan instansi pemerintah 
dalam merencanakan kinerja. 

DOKUMEN PERENCANAAN 

RPJMN (Perencanaan 5 tahunan Pemerintah) 

Rencana Strategis (Renstra) (Perencanaan 5 tahunan tingkat K/L) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) (Perencanaan Tahunan) 

Penetapan Kinerja (PK) (Kontrak kinerja tahunan) 



PERENCANAAN KINERJA 
34 

DOKUMEN PERENCANAAN 

RPJMN 

Rencana Strategis (Renstra) K/L 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) 

Penetapan Kinerja (PK) 

• Apakah dokumen telah disusun 

• Apakah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja 

PEMENUHAN 

• Apakah tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah berorientasi 
hasil 

• Apakah indikator kinerja telah spesifik, terukur, mungkin dicapai, 
relevan dan jelas jangka waktunya. 

• Apakah target kinerja ditetapkan dengan  baik 

• Apakah telah selaras dengan dokumen lainnya 

• Apakah kegiatan sudah merupakan cara untuk mencapai sasaran 

KUALITAS 

• Apakah digunakan sebagai acuan dalam dokumen turunannya 

• Apakah telah dilakukan reviu secara berkala 

• Apakah target kinerja dipergunakan untuk mengukur 
keberhasilan 

• Apakah realisasi penetapan kinerja telah dimonitor secara 
berkala 

• Apakah penetapan kinerja dimanfaatkan dalam pengarahan dan 
pengorganisasian kegiatan 

PEMANFAATAN 



PENGUKURAN KINERJA 
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Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam 
menyusun ukuran kinerja yang baik dan melakukan 

pengukuran kinerja. 

• IKU (sesuai Permenpan 9/2007) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 
strategis organisasi  

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

•Mekanisme pengumpulan data yang memadai: 

•Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up-to-date 

•Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid 

•Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan 

•Terdapat penanggungjawab yang jelas 

• Jelas waktu deliverynya 

•Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 



PELAPORAN KINERJA 
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Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam 
mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja. 

• Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban 
kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran 
strategis instansi 

• Mengungkapkan keberhasilan/kegagalan, upaya 
mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi ke depan. 

• Laporan Akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat 
dengan mudah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 



EVALUASI INTERNAL 
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Menilai kemampuan instansi pemerintah dalam 
melakukan evaluasi mandiri terhadap penerapan 

manajemen kinerja. 

• Apakah terdapat pedoman evaluasi internal 

• Kualitas pehamahaman evaluator internal 

• Kualitas rekomendasi perbaikan yang diusulkan 
kepada unit kerja 

• Apakah terdapat monitoring pencapaian kinerja 

• Apakah terdapat evaluasi program kegiatan 

Evaluasi internal atas unit kerja 



CAPAIAN KINERJA 
38 

Menilai kinerja instansi pemerintah 

• Tingkat pencapaian target kinerja 

• Tingkat keandalan informasi kinerja 

• Tingkat pencapaian kinerja dibandingkan dengan 
pemerintah daerah lainnya 

• Tingkat pencapaian kinerja menurut stakeholder 
lainnya (Opini BPK, Penghargaan, Inovasi, dll) 

Capaian kinerja 


